BAB. IV.
TINJAUAN KEJAHATAN PERKOSAAN PASAL 285 KUHP
DARI HUKUM ISLAM

1, Tinjauan dari segi perbuatan

Delik perkosaan sebagal salah satu bentui ‘dard

persetubuhan yang cara melakukannya dengan adanya pakeacn

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kokeragan, Delik pér -

kosaan ini diatur dalam pasal 285 KUHP,

Untuk terwujudnya paksaan diperlukan syarat-syarat

cebagal berikut :

1. Ancasman yang menyertai pal:saan adalah berat, sehing :

2.

Se

4o

Se

dapat menghapuskan kerelaan.

Apa yang diancamkan mesti terjadi Jjika siterpaksa tidck
melaksanakan keinginan sl pemaksa,

Orang yang memaksa msmpunyai kesanggupan untuk melaksa-
nalken ancamannya,

Pada orang yang menghadapi pakda~n timbul dugaan lkuut
bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan
terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutannya.

Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang

(Hanafi, 1990:356-357).



Perumusan kejahatan perkosaan secsra khusus déla:
Islam tidak terdapat, hanya saja kalau melihat unsuf-uncu:
dari perkosaan tersebut di mana dalam perbuatan  tersebut
adanya unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkavin-
an, maka perbuatan persetubuhan yang dilakukan di ~.© .luar

perkawinan Islam mengaturnya dalam masalah zina,

Pengertian zinah menurut Dr, Haliman, SH adalah
melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari ge -
orang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan, yang tidak
terikat oleh perkawinan, pemilikan atau subhat ( Haliran,
1971:391).

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikataltan bahva
perzinahan adalah setiap persetubuhan yang terjadi. bulan
karena nikah yang sah, bukan karena subhat atau bulan

karena pemilikan (Ibnu Rusyd, 1990:613),

Perzinahan menurut Abdul Rasul al Ghaffar aCalah
mengadakan hubungan seksual dengan vanita tanpa didahulul
skad yang sah menurut agama, dan pelakunya mengetahui de =~
ngan pastl tidak ada akad yang dilakukan sebelumnya (Abdul
Rasul al Ghaffar, 1993:154),

Sedangkan ulama Syafi¥iyah memberikan definisinys
yang mengatakan bahwa perzinahan adalah sebagal momaswilan

alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perzampuan dalan



melampiaskan nafsu sahwatnya yang tidsk dibenarkan oleh

hukum syara' (K.H.Q. Shaleh dkl.,, 1993:225).

Golongan Hanafi mendefinislkan zinah dengan porsens
gamaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita
divaginanya, tanpa akad yang sah, bukan pula bﬁdaknya dan

bukkan karena subhat antara keduanya.

Demikian juga menurut golongan Maliki, zirah adalah
suatu pefbuatan seorang lski-laki menyenggamai wanita‘pada
vagina atau duburnya dengan cara tidak sah dan bukan

karena subhat (samar/kabur) (M. Thalib, 1986:54).

Dari pengertian tersebut di atas, maka kejahatan per
kosaan di dalam Islaﬁ dimasukkan kedalam kelompok perzinah
an, sebab kejahatan ini termasuk kejahatan seksuil yang
porsetubuhannya dilakukan di luar perkawinan yang sah, Hae
nya saja dalam perkosaan ini terkandung unsur paksaan,naka

ja masuk dalam perzinahan yang dilakukan dengan pakq&anq

Dengan demikian perumusan peri:osaan baik menurutb
rumucan KUHP dan hukum Islam pada dasarnya sama, di mana
unsur persetubuhan yang dilalkukan di luar perkawlnan harus

ada di dalamnya.

Peristiwa perkosaan ini yirnch terjadl di

gahabat Umar, yaltu seorang homba milik kuolifan bl il
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menzinahi seorang perempuan sehingga anak perempuan itu
pecah perawannya akibat paksaan. Maka dalam hal ini kholi-
fah Umar bin Khottab menéhukum laki-laki yang melakukan
perkosaan dengén jalan menderanya dan membuangnya/memen ja-
rakannya, dan tidak mengenakan hukuman bagi perempuan yang

telah diperkosanya (Haliman, 1971:185-186).

Namun demikian ada sedikit perbedaan tentang konsep
pemerkosaan antara yang tertuang dalam hukum Islam dengan
hukum positif, yaitu mengenai pembenihannya. Dalam hukum
positif ada dua pendapat yaitu ada yang berpendapat bahwa
dalam persetubuhan itu masuknya alat kelamin lzki=laki ke
dalam kelamin perempuan yang bukan istrinya itu harus
gsampai keluar sperma. Sedang pendapat yang lain  pokoknya
alat kelamin laki~-laki itu masuk ke dalam alat kelamin
wanita yang bukan istrinya tanpa mempersoalkan sperma ke
lua» atau tidak sampai masuk kelamin wanita asal dilakukan

dengan kekerasan.

Sedang perkosaan menurut konsepsi hukum Islam cukup
lah ia dihukumi sebagal pemerkosaan itu apablla ia telah
dilakukan, baik pemerkosa itu telah mengeluarkan spermanya
dalam rahim wanita maupun tidak, asal telah bertemu dua.
kelamin, hﬁg ini sesuai dengan firman Allah : o,

1/ ,o /7 , PR s 7/, s
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"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
kali dera, dan Jjanganlah belas kasihan kepada - keduamya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hen =
daklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman" (Depag RI,
1985:543)

Dari dua konsepsi perkosaan yang terdapat dalam hu-

kum positif itu agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan

sejalan dengan hukum Islam atau bila ditinjau dari . -hukum =

adalah bahwa dalam persetubuhan itu sperma laki-laki tidak
harus masuk ke dalam rahim wanita yang bukan istrinya, te-
tapli asal alat kelamin laki-laki itu sudah masuk ke dalam
alat kelamin wanita yang bukan istrinya, dan dilakukan de-
ngan kekerasan atau ancaman kekerasan sudah dapat dikata -

kan sebagai perkosaan,

2. Pertanggungjawaban

Mengenai pertanggungjawaban perkosaan dalam hukum
Islam yaitu pembebanaknya kepada pemerkosa dengan hasil
perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana

ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu,

Dari pengertian tersebut di atas dapatlah dijabar -
kan bahwa adanya pertanggungjawaban dalam perkosaan harus:
a. Pelaku perkosaan itu sendiri, dan tidak boleh orang

lain yang tidak berbuat dimintai pertanggungjawaban,hal
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ini sesuai dengan firman Allah :
I L7 S Ve ”'/'f“)
. \ < 7w é ¢ EC____:,
(Y/\ ./‘-AL ). % - u/w-‘a)
"Piap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang te -
lah diperbuatnya" (Depag RI, 1985:995).

b, Pelaku perkosaan yang karena terpaksa melakukannya ka -
rena diancam oleh orang lain yang tidak mungkin dapat
menghindar walaupun perbaatan itu bertentangan dengan
syari‘at Islam, ia tidak dapat dikenail tanggungjawab,
nal ini sesuai dengan firman Allah :

(wy s 5220 £ 3727520 VNz A\ DL LT
"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (melaku-
kannya) sedang ia tidak menginginkannya dan  tidak
(pula) melampaui batas,maka tidak ada dosa baginya"
(Depag RI, 1985:42).

c. Pelaku perkosaan yang belum dewasa dan pelaku yang ti -

dak mengerti karena berubah akal atau gila, tidak dapat

dipertanggungjawabkan, sesual dengan hadits nabi :

AN s B G\ e 2k e Al
R e O

“Pena itu diangkat dari tiga perkara, dari: orang

tidur sehingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia

bermimpi/baligh dan dari orang gila hingga ia ber -

akal" (Abu Dawud,IV:141),

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa pertang -~
gungjawaban pada perkosaan dibebankan kepada pelaku perbu-
atan itu sendiri yang dikerjakan atas kemauannya sendiri

dan mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu,
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Jadi dengan demikian tinjauan dari segi tanggungja--
wah delik perkosaan dalam hukum pidana Islam terhadap
hukum pidana positif yaitﬁ kalau dalam hukum pidana posi -
tif ada kemungkinan orang Rang belum dewasa melakukan de =-
lik perkosaan dikenai tanggungjawab walaupun tidak " -penuh
sepertl pelaku dewasa, sedang dalam hukum pidana Iglam
pelaku delik perkosaan yang masih di bawah umur tidak di-
pertanggungjawabkan,dan untuk pelaku delik perkosaan yang
terpaksa melakukannya karena ancaman orang lain dan pelaku
yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal,dalam
hal ini hukum pidana Islam sama dengan hukum pidana posi -
tif, yaitu pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawab-

kan.,

Hukum Islam menganggap sesuatu kelakuan / perbuatan
sebagal kejahatan apabila perbuatan itu bisa merugikan
kepada tata aturan atau merugikan masyarakat, harta benda
nama baik atau perasaannya dan hal-hal lainnya dari kepen-
tingan yang harus dihormati dan dipelihara.

Untuk lebih jelasnyan maka kiranya perlu diketahui

lebih dahulu mengenai tujuan hukum Islam,

Tujuan hukum Islam, hal ini harus dikembalikan pada

tujuan syara' pada umumnya di mana para ulama' ushul telah
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mengumpulkan tujuan syara' jitd.pada tiga baglan, yaitu :

1.

2o

3

Untuk memelihara segala hal yang dloruri, yaitu segala
hal yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila
hal itu tidak ada cederalah undang~undang kehidupan dan
timbulah kekacauan dan kerusakan. Hal yang dloruri 4ini
harus kembali kepada lima perkara yang pokok, yaitu
agama, Jjiwa, akal, keturunan dan harta, 3
Untuk mewujudkan segala hal yang dibutuhkan manusia,
ialah segala yang diperlukan manusia untuk  memudahkan
dan untuk dapat menanggung kesukaran-kesukaran beban
hidup.

Untuk mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masya-
rakat, yang dimaksudkan adalah segala hal yang diperlu-
kan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan lsesegaran

hidup (Hasbl Ash-Shiddiqi, 1981:81-82).

Demikian pula tujuan hukum pidana dalam Islam

adalah :

L.

2.

S

Menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan manusia, baik bagi
individu maupun bagi masyarakat.

Menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi kerusakan
yang bertentangan dengan ajaran agama.

Untuk membina dan menegakkan akhlak insaniyah . ( Abu
Zahrah, tth.:28-42).

Adapun tujuan dari pengenaan hukuman menurut
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pendapat Dr, Abdul Qadir 'Audah yaitu bahwa tujuan dari

pada pengenaan hukuman adalah kemaslahatan (memperbaiki)

keadaan kehidupan manusia; menjaganya dari kerusakan,

menyelamatkan/ménghindarkan diri dari kejahilan, mencegah

perbuatan maksiat, dan supaya yang telah melakukan keja =

hatan menjadi orang taat. Padadasarnya hal ini disandarkan

bagl kemaslahatan pribadi dan masyarakat dan untuk mene -

gakkan hukum, hal ini tergantung kepada beberapa "~ segi

yaitu

1, Hukuman itu ditetapkan untuk mencegak kejahatan secara
keseluruhan,

2., Hukuman itu ditetapkan merupakan suatu kebutuhan kemas~
lahatan kemasyarakatan,

3, Hukuman itu ditetapkan untuk menjaga masyarakat dari
keJelekan penjahat di dalam masyarakat.

4, Hukuman itu ditetapkan seluruhnya untuk kebajikan per -
seorangan dan masyarakat.

5, Hukuman itu ditetapkan mempunyai makna untuk pelajaran

bagi si penjahat (Abdul Qadir 'Audah, 1963:609-610).

Selanjutnya A.Hanafi,MA dalam bukunya azas-azas
hukum pidana Islam mengemukakan bahwa tujuan pokok penja -
tuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (ar -
radu waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al- islah

wat~tahdzib) (Hanafi, 1990:255),



Pengertian pencegahan . ialah menahan, membuat agar
tidak mengulangi perbgatan jarimahnya atau agar ia tidak
menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang
lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah,sebad
ia bisa mengetahul bahwg hukuman yang dikenakan terhadap
dirinya, jika ia memperbuat pula perbuatan yang'sama.,De -
ngan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap,
yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengu -
langi memperbuatnya pula dan menjéuhkan diri dari lingkung

an jarimah,

Dalam penjatuhan hukuman ini harus diperhatikan pu~-
la prinsip keadilannya.

Dan yang dimaksud dengan pengajaran dan. pendidikan
yaitu memberi- pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap
pembuat jarimah, sehingga penjauhan manusia terhadap
jarimah bukan karena takut akan hulkuman, melainkan karena
kesadaran diri dan kebenciannya terbadap jarimah,Disanping
itu untuk kebaikan pribadi pembuat, syari'aﬁ Islam dalanm
menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masya -~

rakat yang baik, aman dan tentram (Hanafi, 1990:255-256) ,

Dari uraian di atas maka dapatlah difahami bahwa
syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif
dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta

hukuman-hukumannya, yaitu memelihara ‘epentingan dzn
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kotentraman masyarakat serta menjamin keldngsvngan hidur -

nva " (Hanafi, 1990:4).

Dalam sub*a‘telah'disebufkan bahwa kejahatan  young
'menggunakan_persetubuhan di luar perkawvinan Islam menga =
turﬁya dalam masalah zina, zina ini ada hukumannya éendfri
yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam surat Ar. -

Huur ayat yang berbunyi :

RNV R AR U At 2005
[N ASY .cu\ e 32585 ALY 5155 25
1/»,6 0/’
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Perempuan'yang berzina dan laki-laki yang berzina,m:ka
deraleh = tiap-tiap seorang duari keduanya seratus kmli
dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya men~

cgah kamu untuk(menjalankan) agama All-h, jlka kimu
bcriman kepada Allah, dan hari k;aﬁ t, dqn hendalk’ch
(pelaksanaan) hukumen mereka disaksil an oleh gekumpil-
an dari’ orang-orang yang beriman (Depag RI., 1985: 51J)

Dan .juga berdasarkan sahda Rosulullah saw. yong

berbunyi
| VLL>~}X4H H;LJ\ EKJA»C&rch»\dpr\Lg¢ﬁpbpdu>- cp=&)l4>
@acwbggyb(wagpcﬁA;dJMA»CAALCAQ)dwK¢9: 1

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan
untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum den:an
scratus kall pnkulan dan diasingkan selama satu taln,
Untuk janda den duda dihukum dengan pukulan cera‘ g
kali dan rajam" (Muslim, II:48).

Dari ayat dan iadits tersebut hulkuman yang ditet: p-

kan bagi si pcainz- adalsh sebagal berikut

-
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1. Hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu
tahun untulk pezina ghoiru mukhson,
2, Hukuman dera seratus kalli dan rajam untuk pezina mukh -

50n,

Karena beratnya kejahatan perkosasn ini Prof. Haza-
irin sampai mengatakan "saya tidak keberatan untuk mesnghue
kum laki-laki yang memperkosa dengan hukuman mati® (iz -

zairin, 1985:13),

Demikian juga tindakan Umar bin Khottob yang mende~
ra dan memenjarakan si pemerkosa, sungguh merupakan ssugtu
tindskan yang bijaksana. Adanya dua hukuman di atas meru -
pakan balasan dua tindakan yang dilakukannya., Hukuman dera
ditetapkan sebagal hukuman dari hubungan seksnya, dan hu =

kuman buang/penjara merupakan hukuman atas. paksaannya.

Hukuman yang dijatubkan Umar itu merupakan suatu
1 : !
ketegasannya sebagai penguasa untuk menjalankan hukuman

yang telah ditetapkan oleh Allah da Rosulullah.

Hukuman yang berat ditetapkan bagi pelaku kejohatan
perkosaan memang pada tempatnya, s-~bab kejahatan inl ter -
masuk kejahatan terhadap masalah y-ng sifatnya dloruri,
perkosaan akan merusal keturun:-n, jiwa, ~sama, wkal RSN

liarta yong pada akhlrnyn align BODZDLT00% v vivemmimne e oo

Hukum perkawinan songaja diac-'-an olell Allah sebha -

gai pembeda antara manusia dan binatang delam porhiesn ool
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antara laki~laki dan perempuan. Binatang apabila telah
dewasa, maka ia akan mencari teman hidup sendiri dan mela-
kukan hubungan seks tanpa diajari, tanpa diatur oleh suatu

hukum sebagaimana manusia.

Manusia tidak bebas seperti binatang, bila telah
dewasa dan mencapal kematangan seks, tidak bebas mengada -
kan hubungan seks sendiri secara langsung, melainkan ada.
aturan-aturannya sendiri yaitu hukum perkawinan sebagai

bimbingan Allah kepada manusia.

Allah menggambarkan manusia yang mengadakan hubung-
an seks secara bebas di dalam firman-Nya dalam surat al-

A'raf ayat 179 yang berbunyi :

PR PR Dadl 24 ’ w \? ek e ./9 e 27

L%jww%%(—%] wﬁb@wﬁ%@f ’u}f

~ . s ./12/~//J)\<""”/'//12\_é_“/") ")/’y“‘\u 7
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H . $ 3 y

(W‘( C)\/"‘\)\) — AR \(‘QL/L'/’?)‘ d—sﬂ)fv@()f//buﬂ‘s
"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahan
nam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai
hati, tetapl tidak dipergunakannya untuk memahami
(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi)
tidak diper§unakannya untuk melihat (tanda~tanda keku=-
asaan Allah), dan mereka mempunyal telinga (tetapi)ti-
dak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah)
Mereka itu sebagal binatang ternak, bahkan mereka le -

bih sesat lagi. Mereka itulah orang=-orang yang lalai'
(Depag RI, 1985:251-252).

Berdasarkan firman Allah di atas orang yang melaku-
kan hubungan seks dengan bebas serta melanggar kesucian

perkawinan berarti telah menghilangkan sifat kemanusiaan -

nya dan beralih ke sifat kebinatangan,
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Diciptakannya hukum perkawinan oleh Allah agar
manusia melakukan kegiatan seks dengan tenang, tentram,
aman dan tidak disertai oleh rasa takut diganggu yang lain.
Juga diharapkan dengan perkawinan akan tercipta rumah
tangga yang bahagia yang dilandasi dengan mawadah wa rah -
mah, sesual dengan firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat
2l yang berbunyi : / . P \
AN N\ T ./nwﬂ /0‘(")5 ORI A7 ""‘3,“\ SR

C).ﬂ\i-) - x/w\?-\\j)\ s \\w L}X}u\// ..\C)/AJ

Nt A U B R A T R

D =T A B L EMS B VAT E5 A S

- (Ve (J)\)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia men-

ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, su-

paya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguh-

nya pada yang demikian itu benar-benar terdagat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir" (Depag RI, 1985:644).

Berawal dari adanya keluarga yang aman, tentram dan
sejahtera inilah akan tercipta sebuah masyarakat yang

damai dan aman, sebab hidupnya dilandasi akhlak yang mulia,

Perkosaan merupakan ancaman terhadap sendi - sendi
perkawinan yang akan mengakibatkan goyahnya sebuah rumah
tangga, bahkan leblih jauhnya akan menggoyahkan " sebuah

masyarakat,

Rasanya sudah sepantasnyalah hukum Islam mengenakan
hukuman yang berat terhadap kejahatan dan pelakunya, sebab
akibat yang ditimbulkan olehnya tidak hanya perorangan,

tetapl juga masyarakat, sebab tujuan syari'at Islam adalah
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untuk menciptakan kemaslahatan individu dan masyarakat da=

ri gangguan kejahatan,

Padahal kalau ketentuan hukuman dalam KUHP yang
mengancam hukuman dua belas tahun penjara dapat diterapkan
dengan semestinya, walaupun tidak mencapai batas maksimum,
maka kemungkinan besar kejahatan perkosaan ini akan berku-
rang, sebab bagl merseka yang akan melakukannya akan berfi-

kir dua kali dengan hukuman yang berat itu,

-

Karena hukum pidana tidak berlaku dengan semestinya
maka menimbulkan banyak perkosaan sebagai akibatnya, maka
maka sudah barang tentu dan sepantasnyalah harus menjadi
pemikiran para penegak hukum Indonesia dalam rangka pene -
rapan pasal 285 KUHP, sekalipun belum seberat hukuman de -
lik perkosaan yang pernah diterapkan pada zaman kholifah
Umar bin Khottob,



